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ABSTRAK

Pajak hotel dan pajak restoran termasuk kedalam pajak daerah yang
pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota  sehingga
pemerintah kabupaten/kota harus memiliki landasan hukum untuk memungutnya
seperti peraturan daerah. Seperti di daerah Kota Solok menerapkan pajak hotel
dan pajak restoran dengan landasan hukumnya Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun
2012 tentang pajak daerah. Untuk itu badan keuangan daerah Kota Solok berusaha
memungut pajak daerah secara profesional dan transparan. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel dan
restoran oleh badan keuangan daerah kota solok? Serta bagaimana peranan badan
keuangan daerah kota solok dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan
restoran berdasarkan Perda Kota Solok No. 1 tahun 2012 tentang pajak daerah?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris
yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan
maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BKD Kota Solok dalam Peranan
BKD Kota Solok dalam Meningkatkan PAD Melalui Pengelolaan Pajak Hotel dan
Restoran Berdasarkan Perda Kota Solok No. 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
yaitu Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Dan Restauran Oleh BKD Kota Solok
dengan sistem pemungutan dilakukan secara mandiri, atau disebut dengan self
assessment yaitu wajib pajak harus selalu aktif melakukan penghitungan dan
melaporkannya sendiri berapa pajak yang harus dikeluarkan setiap bulannya.
Peranan BKD Kota Solok dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Pengelolan Pajak
Daerah yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sistem
pengelolaan pajak hotel dan restoran, mempermudah pelayanan wajib pajak
mengenai pajak hotel dan restoran, mengoptimalkan tingkat koordinasi antar
instansi, serta mengoptimalkan tingkat kepedulian dan kesadaran wajib pajak
hotel dan restoran terhadap pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.
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